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Ketidak cocokan antara status tanah yang tersedia, degan subjek calon pemilik hak atas tanah, membuat
beberapa pihak memikirkan berbagai cara untuk dapat memiliki bidang tanah yang diinginkan, salah satunya
dengan cara Nominee. Seperti Tanah Hak Milik yang sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan,
hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun belakangan sering terjadi pmbelian tanah
dengan status tanah Hak Milik yang mana pembelian tersebut di |atar belakangi sebuah perjanjian Nominee
yang dibuat dalam bentuk akta Notaris. Sehingga timbul masalah mengenai bagaimanakah Hukum Tanah
Nasional mengatur mengenai pembelian bidang tanah dengan Nominee dan akibat hukum seperti apa yang
timbul dari jual beli tanah Hak Milik dengan adanya Nominee. Penelitian ini bersifat Y uridis Normatif,
dimana memperhatikan efektifitas asas-asas, sistematika hukum dalam UUPA dan PP 24/1997. Notaris
sebagal jabatan kepercayaan seharusnya tidak malah memuluskan tindakan yang mengarah pada
penyeludupan hukum.

...... The discrepancy between the status of the land with the subject of the prospective owner of the rights to
the land , making some party thinking of waysto be able to have aland in Indonesia, one way is Nominee.
Hak Milik Land aready clear in the legislation, can only be owned by Indonesian citizens . But lately,
phurcase common ground with soil status Proprietary where such purchases in the background backs a
nominee agreement made ??in the form of notarial deed . Which raised the question of how the National
Land Law governing the purchase of plots of land with the nominee and what the legal consequences arising
from the sale and purchase of Hak Milik land by the nominee . Thisresearch is normative juridical , where
attention to the effectiveness of the principles, legal systematicsin UUPA and PP 24/1997 . Notary as a
position of trust should not even pave the actions that lead to smuggling law .
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